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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan manusia merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
antara satu sama lain. Setiap sisi kehidupan manusia membutuhkan hukum guna
menciptakan suatu keteraturan dalam bermasyarakat, sesuai dengan istilah Ubi
Societas Ibi lus, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Manusia merupakan
suatu bagian dari kehidupan masyarakat yang hidup saling berdampingan satu
dengan yang lainnya. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia itu adalah zoon
politicon yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu
ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang
suka bermasyarakat. Oleh karena itu manusia disebut makhuk sosial." Untuk
mewujudkan tatanan sosial dalam masyarakat, maka manusia membutuhkan
hukum sebagai landasannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan
pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan
ketertiban dan keseimbangan.?

Menjadi makhluk sosial tentu membuat manusia semakin banyak
berinteraksi antar sesama, salah satunya interaksi dalam proses jual-beli. Proses
ini tentu tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum yang melibatkan antara
pihak konsumen dan pelaku usaha.

Di era globalisasi seperti ini, di mana aktivitas ekonomi terus berkembang
tanpa menghiraukan batas-batas negara. Teknologi komunikasi dan transportasi
berkembang semakin canggih sehingga mempermudah berbagai aktivitas
ekonomi. Keanekaragaman dan kecanggihan produk barang dan jasa juga

merupakan konsekuensi dari globalisasi ekonomi.® Indonesia harus siap
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menghadapi globalisasi ekonomi, di mana perdagangan bebas masih merupakan
tanda tanya, apakah merupakan peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya.*

Tuntutan akan kebutuhan yang semakin beraneka ragam tidak hanya
menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pokok (primer) saja
melainkan kebutuhan lain yang bersifat sekunder bahkan tersier. Salah satunya
adalah kebutuhan masayarakat akan kendaraan bermotor. Seiring berjalannya
waktu, kendaraan bermotor telah bertransformasi menjadi bagian penting dari
masyarakat dan menjadi salah satu alat transportasi utama bagi sebagian besar
masyarakat khususnya di DKI Jakarta. Keberadaan jumlah kendaraan di DKI
Jakarta bisa dilihat dari pernyataan berikut:

"Berdasarkan perhitungan di Samsat, secara keseluruhan jumlah kendaraan
di DKI Jakarta meliputi angkutan bus, angkutan barang, sementara motor
dan kendaraan khusus mencapai 8.937.513 unit. Adapun rincian bus
295.254 unit, angkutan barang 537.270 unit, motor 8.016.501 dan
kendaraan khusus 87.888. Jelas Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro
Jaya AKBP Budiyanto."

Keberadaan kendaraan bermotor yang begitu menjamur turut berperan
besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi yang
begitu besar tersebut tampaknya menjadi lahan subur bagi pelaku Industri
Pelumas di Indonesia. Keberadaan Industri Pelumas turut menciptakan suatu iklim
investasi yang baik terhadap perekonomian nasional. Akan tetapi, tren positif itu
juga turut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan
pribadi.

Keberadaan pelumas mesin yang bersifat fast moving yang sifatnya paling
cepat habis masa pakainya harus diganti secara rutin dan berkala. Oleh karena
pelumas mesin merupakan kebutuhan vital dalam perawatan kendaraan bermotor,
hal inilah yang tampaknya menjadi sesuatu Yyang menggiurkan untuk
disalahgunakan. Banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab untuk
memanfaatkan celah tersebut dalam bertindak secara tidak patut, dengan menjual

minyak pelumas yang tidak layak edar untuk meraup keuntungan pribadi.

* Ibid., hal. 5.
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Pengawasan yang minim dilakukan oleh pemerintah turut menyebabkan
semakin meluasnya penjualan pelumas mesin palsu di pasaran. Maraknya kasus
pemalsuan pelumas mesin kendaraan di berbagai wilayah di Indonesia sangat
memperihatinkan. Masih hangat berita yang tersebar luas, kali ini giliran Ibu Kota
yang jadi sasaran oknum nakal pembuat pelumas mesin palsu. Kasus tersebut
terjadi di Jakarta Selatan tepatnya di Ulujami Raya, Pesanggrahan. Oknum nakal
itu menggunakan kedok dengan membuka usaha bengkel motor. Diduga bengkel
tersebut dijadikan sebagai pabrik oli palsu.® Menanggapi hal itu tentu konsumen
yang paling dirugikan. Posisi konsumen menjadi perhatian khusus, karena berada
pada posisi yang lemah. Tidak sedikit konsumen yang merasa resah karena takut
akan kendaraannya kena sasaran bahkan bisa merusak kendaraan kesayangannya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap barang dan jasa di pasaran
sebenarnya menjadi sebuah langkah penting untuk dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pengawasan terhadap barang dan jasa
yang berdar di pasar itu sendiri dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau
LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Untuk
pengawasan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, pengawasan barang dan jasa
dilakukan oleh Menteri Perdagangan terkait barang dan jasa yang beredar.
Kemudian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi
melalui Gubernur untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di
wilayahnya dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui
Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengawasan atas barang dan jasa yang
beredar di wilayah kerjanya dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait
seperti pihak kepolisian. Pembinaan dan pengawasan yang demikian sebagaimana
yang digambarkan di atas merupakan bentuk pengawasan yang diatur dalam Pasal
29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Selain itu para pelaku usaha yang terlibat dalam penjualan pelumas mesin

palsu dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
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1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Pasal 382 bis.

Kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha adalah sama di hadapan
hukum, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara pihak
pelaku usaha dan konsumen sama memiliki hak dan kewajiban. Pelaku usaha
sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai
pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat
terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen
sangat tergantung pada hasil produksi pelaku usaha. Oleh sebab itu, maka peran
negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen
sekaligus kepentingan pelaku usaha pada umumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk
membahas mengenai “Pengawasan Terhadap Peredaran Pelumas Mesin
Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Penulis yakin bahwa dalam hal ini akan
banyak dijumpai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum yang
nantinya akan bermanfaat bagi konsumen, pelaku usaha pelumas mesin serta

masyarakat luas tentunya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini
adalah:

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran pelumas mesin kendaraan
bermotor di DKI Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen?

2. Apakah upaya konsumen pengguna pelumas mesin kendaraan bermotor
ketika merasa dirugikan oleh pelaku usaha di pasar?

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengawasan terhadap peredaran

pelumas mesin kendaraan bermotor?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan

dengan tujuan:

1.

Untuk mengetahui pengawasan Pemerintah terhadap peredaran pelumas
mesinnya di DKI Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengetahui upaya konsumen pengguna pelumas mesin kendaraan
bermotor ketika merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap peredaran pelumas mesin

kendaraan bermotor.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya di bidang hukum
perlindungan konsumen dalam hal pengawasan terhadap peredaran
pelumas mesin kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan
gambaran kepada masyarakat umum khususnya para pengguna kendaraan
bermotor tentang pengawasan terhadap peredaran pelumas mesin

kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

D. Kerangka Konseptual

Agar pembaca dapat memahami, maka dijelaskan definisi-definisi yang

berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.’

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.®

" Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun

1999, Pasal 1 ayat (1).



3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.’

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen.*

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.™*

6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah
lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.?

7. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk
untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.*?

8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik untuk pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat.
Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam,
namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik
hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor
memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan
bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor,
kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat.**

9. Pelumas adalah zat kimia, yang umumnya cairan, yang diberikan di antara
dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumas berfungsi

sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang

¢ Ibid., Pasal 1 ayat (2).

° Ibid., Pasal 1 ayat (3).
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berhubungan. Umumnya pelumas terdiri dari 90% minyak dasar dan 10%
zat tambahan. Salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oli
mesin yang dipakai pada mesin pembakaran dalam.*®

E. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,
yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif.’® Penelitian yang dilakukan bersifat
deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap
suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif
yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.!’
Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau
memahami gejala yang diteliti.'® Penulis melakukan penelitian dengan tujuan
untuk menarik azas-azas hukum "rechsbeginselen™ yang dapat dilakukan terhadap
hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.*®

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh
dengan wawancara ke pihak terkait dan dari bahan-bahan kepustakaan. Yang
diperoleh dengan wawancara ke pihak terkait dinamakan data primer (atau data
dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan
data sekunder.?® Dari data sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat, terdiri

dari:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun

2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Peraturan

> Wikipedia, "Pelumas", https://id.wikipedia.org/wiki/Pelumas, diakses pada tanggal 31
Agustus 2018.

16 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), hal. 295.

i; Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal. 32.

Ibid.

9 1bid., hal. 252.

2 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 12.
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Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti pustaka di bidang ilmu hukum, hasil
penelitian di bidang hukum dan artikel-artikel ilmiah, baik dari koran,
majalah maupun internet.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder,
contohnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, diantaranya:

BAB | Pendahuluan Dalam BAB ini membahas mengenai Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka
Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB Il Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam BAB ini
menjelaskan mengenai pengertian pengawasan, hal yang terkait dengan
pengawasan, asas dan tujuan dari perlindungan konsumen, hak dan kewajiban
konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, prinsip tanggung
jawab pelaku usaha serta sanksi-sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap
tindakan pelanggaran yang dilakukan.

BAB |11 Hasil Penelitian Dalam BAB ini mengkaji data sekunder yaitu dengan
studi kepustakaan yang berhubungan langsung dengan materi yang diteliti,
selajutnya meneliti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara oleh pihak-
pihak terkait dengan permasalahan ini guna memperjelas data sekunder.

BAB IV Pengawasan Terhadap Peredaran Pelumas Mesin Kendaraan
Bermotor Dalam Pandangan Islam Dalam BAB ini berisi mengenai kajian
islam terhadap tema yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB V Penutup Dalam BAB ini terdiri dari kesimpulan dari hal-hal yang telah
diuraikan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan saran yang berguna

untuk dipelajari sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dibahas



BAB 11

TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu perlindungan
hukum yang diberikan negara terhadap konsumen pemakai barang dan jasa.
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk
memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
Oleh sebab itu membicarakan perlindungan konsumen berarti mempersoalkan
jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.?

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi
perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari
tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari
pemakaian barang dan jasa tersebut.

Hukum perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomer 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut "UUPK"™).
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, yang berarti satu
tahun setelah disahkan. Dengan terbitnya UUPK ini, bukan berarti UUPK
merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen,
sebab sampai pada terbentuknya UUPK ini telah ada Undang-Undang yang
materinya melindungi konsumen, seperti:?

a. Undang-Undang No. 10 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi
Undang-Undang;

b. Undang-Undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;

c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah;

d. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

f. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

®

2l Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2014), hal. 7.

22 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cet. 2, (Jakarta: Diadit
Media, 2002), hal. 19.
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Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia);

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

Undang-Unang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomer 6 Tahun 1989 tentang Paten;
Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomer 6 Tahun 1989 tentang Paten;

p. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomer 19 Tahun 1989 tentang Merek (sekarang Undang-Undang
No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

g. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
. Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
t. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- Ta@

535

o

Berdasarkan pada Pasal 64 UUPK yang berbunyi:

"Segala Kketentuan peraturan perundang-undangan Yyang bertujuan

melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini

diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara
khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini."”

Maka, berbagai ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang terdapat
di dalam undang-undang yang disebutkan di atas, masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam UUPK.

Pasal 64 ini dapat dipahami sebagai penegasan bahwa UUPK merupakan
ketentuan khusus (lex specialis) terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang sudah ada sebelum UUPK, sesuai asas lex specialis derogat legi
generali. Artinya, ketentuan-ketentuan di luar UUPK tetap berlaku sepanjang
tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan/atau tidak bertentangan dengan

UUPK.Z

2 yusuf Shofie, op.cit., hal. 26.
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B. Pihak-pihak yang Terkait Dalam Hukum Perlindungan Konsumen
1. Konsumen

Asal mula istilah "konsumen" berasal dari bahasa inggris yaitu consumer
atau dalam bahasa belanda yaitu consument. Konsumen secara harfiah adalah
orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau
pembutuh.?*

Secara harfiah arti kata consumer itu adalah "(lawan dari produsen) setiap
orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti
menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna terebut. Begitu pula
Kamus Besar Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau
konsumen.”

Menurut Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan konsumen,
adalah: "A person who buys goods or services for personal, family or household
use, with no intention of resale; a natural person who uses products for personal
rather than bussiness purposes.”?

Pengertian istilah konsumen yang diterima masyarakat umum berbeda
dengan pengertian yang diberikan oleh hukum. Dalam pengertian sehari-hari
sering dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli. Pengertian
konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli karena jika diamati
lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (2) UUPK, tidak digunakan istilah pembeli untuk
menunjukan pengertian konsumen.?’ Istilah yang digunakan pada UUPK untuk
menjelaskan pengertian konsumen adalah pemakai barang dan jasa yang memiliki
makna lebih luas dari pada pembeli.

Menurut Az Nasution, pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi
ke dalam tiga bagian, terdiri dari:*®

1. Konsumen dalam arti adalah pemakai, pengguna atau pemanfaatan barang

dan atau jasa untuk tujuan tertentu;

2 N. H. T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, cet.
1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), hal. 23.

% Az Nasution, op.cit., hal. 3.

% Bryan A. Garner, ed. Black's Law Dictionary, 7th edition, (ST. Paul: West Publishing,
1999), hal. 311.

2I'N. H. T. Siahaan, op.cit., hal. 24.

%8 Az Nasution, op.cit., hal. 13.
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2. Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa digunakan untuk membuat barang dan/atau jasa lain
atau untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku
usaha.

3. Konsumen akhir adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa untuk digunakan sendiri, keluarga dan tidak untuk
diperdagangkan.

Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan di dalam Pasal 1
ayat (2) UUPK. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPK, "konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan”. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 1 ayat (2)
UUPK tersebut adalah konsumen akhir.

2. Pelaku Usaha

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak
hanya mengatur mengenai konsumen saja, melainkan pelaku usaha juga turut
diatur dalam Undang-Undang ini. Meskipun undang-undang ini disebut dengan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun bukan berarti kepentingan
pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian. Dalam kenyataannya pun para pelaku
usaha turut ikut menentukan perekonomian nasional. Dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan
bahwa:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha yang termasuk
dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir,

pedagang, distributor, dan lain-lain.
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Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga memuat
pengertian mengenai pelaku usaha, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berikut:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia
atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang
perdagangan”.

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari
telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan Product Liability
Directive (selanjutnya disebut Directive), pengertian produsen meliputi:*

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur.
Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari
barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul
akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses
produksinya;

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tandatanda
lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu

barang.

3. Pemerintah

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran sebagai pengayom dan
penengah di antara dua kepentingan yaitu pelaku usaha dan konsumen. Tujuannya
agar masing-masing pihak tersebut dapat berjalan beriringan tanpa saling
merugikan satu sama lain. Dalam menjalankan peranannya, pemerintah harus
bersikap adil dan tidak berat sebelah. Dalam hal ini pemerintah terdiri dari
berbagai instansi yang berwenang, yaitu:

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

2 Agus Brotosusilo, 1998, Makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen
dalam Sistem Hukum di Indonesia” dalam percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan
Kurikulum Fakultas Hukum, editor Yusuf Shofie, YLKI-USAID, Jakarta, him. 46. Dikutip dari
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.
41-42.
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Badan Perlindungan Konsumen Nasional bertugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan
perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melakukan regulasi,
standarisasi dan sertifikasi terhadap produk obat dan bahan makanan yang
akan di konsumsi oleh konsumen.

3. Departemen Perindustrian
Departemen Perindustrian bertugas untuk memberikan izin kepada sebuah
perusahaan apakah sudah layak atau belum untuk memproduksi
barangnya.

4. Departemen Perdagangan
Departemen Perdagangan bertugas untuk memberikan izin bagi peredaran
dan/atau penjualan barang yang di produksi di dalam negeri maupun
impor.

5. Departemen Dalam Negeri
Departemen Dalam Negeri bertugas untuk mengantisipasi dan
menginstruksikan aparat bawahannya yang ada di daerah-daerah untuk
segera mengadakan penarikan terhadap barang dan/atau jasa yang
dianggap tidak layak untuk beredar.

6. Polisi Republik Indonesia (POLRI)
Polisi bertugas untuk melibatkan diri dari setiap penyimpangan yang

dilakukan oleh pengusaha yang mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini didirikan
dengan tujuan sebagai pelindung bagi kepentingan dari salah satu pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lain baik konsumen maupun pelaku usaha. Lembaga
Swadaya Masyarakat ini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
YLKI merupakan lembaga-lembaga yang berhak untuk menggugat pelaku usaha
walaupun tanpa adanya surat kuasa dengan hak gugat legal standing. Hak gugat

tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen (LPKSM) yang telah memenuhi
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syarat, yaitu bahwa LPKSM yang dimaksud telah berbentuk badan hukum atau

yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen.

C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 4 UUPK Hak Konsumen adalah:

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih

luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali disuarakan oleh
John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat ke-35 pada tanggal 15 Maret 1962

melalui "A special Message for the Protection of Consumer Interest™ yang dalam

masyarakat internasional lebih dikenal dengan "Declaration of Consumer Rights".

Dalam literatur umumnya disebut empat hak dasar konsumen (the four consumer

basic rights), yaitu:*°

a.
b.
C.
d.

Hak memperoleh keamanan (The right to safety);
Hak memilih (The right to choose);

Hak mendapat informasi (The right to be informed);
Hak untuk didengar (The right to be heard).

% Antaranews: "Bob Widyahartono, MA: Telaah Hak-Hak Dasar Konsumen",

https://www.antaranews.com/berita/88305/telaah-hak-hak-dasar-konsumen-perlu-sosialisasi-
berkesinambungan, diakses pada tanggal 11 Februari 2019.
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Menurut Pasal 5 UUPK Kewajiban Konsumen adalah:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pamakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyesuaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

o

Pada Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa konsumen berkewajiban untuk
membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal ini
merupakan hal yang penting diperhatikan oleh konsumen, karena kerap kali
pelaku usaha telah menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai aturan
penggunaan suatu produk pada labelnya, namun konsumen tidak membacanya
atau tidak menghiraukannya. Konsekuensinya, jika konsumen menderita kerugian,

maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas hal itu.

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Berdasarkan Pasal 6 UUPK Hak Pelaku Usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Hak-hak pelaku usaha (produsen) dapat ditemui pada faktor-faktor yang
membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
konsumen meskipun timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:®*

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;

2. Cacat timbul di kemudian hari;

* yusuf Shofie, ed., Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas
Hukum, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1998), hal. 50.
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3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
4. Barang yang di produksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

=

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa memberi penjelasan penggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentauan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian, yakni dalam
Pasal 1338 angka (3) BW. bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi
semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan
bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang

dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.

E. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
Bagian dari tujuan perlindungan konsumen menurut UUPK diantaranya
adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Dalam kaitan tersebut

berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa

% Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 7, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 52-54.
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harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk
menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, UUPK
menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 Pasal,
dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.%

Pasal 8 UUPK mengatur mengenai:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau
etika barang tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, Kkeistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolaan,
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan
dalam label atau keterangan berang dan/atau jasa tersebut;

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, atiket,
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa
tersebut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi,
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan
alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang
menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuuk pengunaan
barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau
bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
atas barang tersebut;

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan
yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar;

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut wajib
menariknya dari peredaran.

% Ibid., hal. 63.
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F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK
diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dngan
Pasal 28. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat kita pilah sebagai berikut:*
a. tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal
26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;
b. dau Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;
c. satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal
pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi

kepada konsumen.

Dari tujuh Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara
prinsip dapat dibedakan lagi, yaitu:

a. Pasal-Pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha
atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal
21.

b. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha
kepada pelaku usaha lainnya.

c. Dua Pasal lainnya, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 berhubungan dengan
layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk
bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang
diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.

d. Pasal 27 merupakan Pasal "penolong” bagi pelaku usaha, yang
melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada

konsumen.

Pasal 27 tersebut secara jelas menyatakan bahwa pelaku usaha yang
memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita

konsumen, jika:®

# Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet. 3,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 65.
% Ibid., hal. 67-68.
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a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak
dimaksudkan untuk diedarkan;

b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;

c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;

d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli

atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

G. Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan
Hukum diciptakan untuk mengatur, agar tercipta suatu keteraturan dalam
masyarakat. Untuk itu suatu hukum akan efektif bila bekerja sesuai dengan
fungsinya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum berfungsi sebagai: *
a. Pengawasan/pengendalian sosial (social control);
b. Penyelesaian sengketa (dispute settlement);

c. Rekayasa sosial (social engineering).

Salah satu fungsi hukum adalah bertindak sebagai alat pengawasan atau
sebagai kontrol sosial, dimana hukum akan bertindak untuk mengontrol pola
perilaku masyarakat. Pengawasan memiliki pengertian yang luas. Secara
terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah controlling,
evaluating, appraising, correcting maupun control. Istilah pengawasan dalam
Bahasa Belanda disebut toetsing yang berarti pengujian, sedangkan dalam kamus
istilah hukum, toetsing diartikan lebih lanjut sebagai penelitian dan penilaian

apakah perbuatan ataupun hal-hal sesuai dengan norma-norma yang lebih tinggi.*’

Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi keefektifan pengawasan

yang akan dilakukan, antara lain:*

% Lawrence M. Friedmann, Law and Society an Introduction, (New Jersey: Prentice Hall,
1977), hal. 11-12. Dikutip dari Ishaq, Dasar-Dasar IImu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
hal. 10.

%" N.E. Algra dkk, Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae, (Bandung: Binacipta, 1983),
hal. 571.

% Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), hal. 263-264.
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a. Kebijakan dan Prosedur
Kebijakan adalah ketentuan/pedoman/petunjuk yang ditetapkan untuk
diberlakukan dalam suatu organisasi dalam upaya mengarahkan
pelaksanaan kegiatannya agar sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Yyang berlaku.
Kebijakan dapat berasal dari dalam organisasi yaitu berupa instruksi,
pedoman, petunjuk teknis, dan lain-lain. Adapun kebijakan yang berasal
dari luar organisasi, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan lain
sebagainya. Kebijakan merupakan unsur pengawasan preventif dan
represif. Prosedur adalah langkah/tahap yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan, misalnya:
1. Prosedur penerimaan dan pemberhentian pegawai;
2. Prosedur pengajuan APBD;
3. Prosedur pengadaan barang dan jasa, daln lain-lain.

b. Cara/metode pengawasan yang digunakan
Cara/metode pengawasan yang digunakan dapat berupa pengawasan
langsung, pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional.

c. Alat Pengawasan
Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai alat, berupa bentuk
organisasi dengan suatu sistem pengendalian manajemen, pencatatan dan
pelaporan, dokumen perencanaan. Bentuk organisasi dengan adanya
pemisahan fungsi otorisasi, pelaksanaan dan pengendalian, disertai dengan
uraian tugas yang jelas dari masing-masing fungsi (preventif) untuk
mencegah terjadinya penyimpangan. Sistem pengendalian manajemen
adalah suatu sistem yang dibentuk dalam organisasi agar ada saling
kendali/pengawasan antara unsur/fungsi organisasi yang satu dengan yang
lain.

d. Bentuk Pengawasan
Bentuk pengawasan dilihat dari sudut di dalam dan di luar organisasi,

yaitu ada pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern
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adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada dalam

organisasi yang hasilnya untuk kepentingan organisasi tersebut. Adapun

pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit

yang berada di luar organisasi dan hasilnya biasanya ditujukan kepada

pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut serta dapat

digunakan oleh organisasi yang bersangkutan.

e. Pelaku Pengawasan

Pelaku pengawasan adalah personil/organisasi yang melakukan

pengawasan terhadap suatu organisasi, baik operasional organisasi, suatu

kegiatan, atau suatu kasus/permasalahan tertentu. Pelaku pengawasan

dimaksud antara lain:

1. Pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, atau orang yang ditunjuk
olehnya;

2. Orang/unit yang berada dalam organisasi itu sendiri, seperti
Inspektorat Departemen/Lembaga/SP1/Bawasda;

3. Masyarakat;

4. Legislatif.

2. Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Pengawasan
Sebagai wujud dalam mencapai tujuan negara atau organisasi, menurut
Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, pengawasan dapat diklasifikasikan
berdasarkan berbagai hal, yaitu:*
a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

1. Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang
dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan
mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the
spot” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara
langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2. Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan

dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana

¥ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam
lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: Rineka cipta, 1993), hal. 21.
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baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat
masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.

b. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip
pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu
pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan
pengawasan represif.

1. Pengawasan preventif Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-
audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan
pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana Kkerja, rencana
anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan
pemeriksaaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta
laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan intern dan ekstern.

1. Pengawasan intern Pengawasan intern adalah pengawasan yang
dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

2. Pengawasan ekstern Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang

dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri.

Piranti Hukum Perlindungan Konsumen diciptakan tidak untuk mematikan
pelaku usaha, justru sebaliknya guna mendorong tumbuhnya iklim berusaha yang
sehat yang pada gilirannya dapat melahirkan pelaku usaha yang tangguh dalam
menghadapi persaingan usaha yang sehat melalui penyediaan barang dan/atau jasa
yang berkualitas, memenuhi aspek keamanan, kesehatan dan keselamatan. Untuk
itu perlu dilakukannya suatu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap para
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan
konsumen sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen pada BAB VII tentang Pembinaan dan Pengawasan.
Bagian Pertama mengenai Pembinaan diatur dalam Pasal 29 dan Bagian Kedua

mengenai Pengawasan diatur dalam Pasal 30.
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Pasal 29 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen:
Pembinaan

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku
usaha.

2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau
menteri teknis terkait.

3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen;

b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan
konsumen;

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen:
Pengawasan

1. Pengawasan terhadap konsumen penyelenggara perlindungan konsumen
serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan
oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat.

2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.

3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar
di pasar.

4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil
tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangkan yang berlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebar luaskan
kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri
teknis terkait.
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6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pengawasan yang dilakukan oleh unsur pemerintah bermaksud untuk

memastikan terselenggaranya perlindungan kepada konsumen sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat dan swadaya masyarakat dapat dilakukan melalui penelitian,
pengujian, dan/atau pensurveian terhadap barang-barang yang beredar dipasar.
Pelaksanaan mengenai pembinaan dan pengawasan tersebut penerapannya diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Proses pembinaan dan pengawasan tersebut diharapkan agar para
produsen/pelaku usaha ikut serta dalam menciptakan iklim berusaha yang sehat.
Selain itu guna terselenggaranya sarana dan prasarana produksi yang baik serta
terpenuhinya hak-hak konsumen. Oleh karena itu, objek pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan meliputi:*°

1. Diri pelaku usaha;

2. Sarana dan prasarana produksi;

3. Iklim usaha secara keseluruhan;
4

Konsumen.

Pengawasan terhadap peredaran barang juga diatur dalam Undang-Undang
No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada BAB XIV mengenai tugas dan
wewenang pemerintah di bidang perdagangan. Pasal 93 Undang-Undang No. 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan:
Tugas Pemerintah di bidang perdagangan mencakup:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;

b. Merumuskan standar nasional,

c. Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang Perdagangan;

d. Menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan;

e. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang
kebutuhan pokok dan/atau barang penting;

f. Melaksanakan kerja sama perdagangan internasional;
Mengelola informasi di bidang perdagangan;

%0 Janus Sidabalok, op.cit., hal. 164.
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h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang
perdagangan;

Mendorong pengembangan ekspor nasional;

Menciptakan iklim usaha yang kondusif;

Mengembangkan logistik nasional; dan

Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

—_—_X— -

Ketentuan mengenai pengawasannya sendiri diatur dalam Pasal 98
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai wewenang melakukan
pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan.

Pasal 99 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
menyebutkan:

1. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
dilakukan oleh menteri.
2. Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai wewenang melakukan:

a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah
untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa
yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perdagangan, dan/atau

b. pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Pemerintah sebenarnya memegang peranan penting terkait dengan
peredaran barang dan jasa yang ada di masyarakat. Pemerintah berperan dalam
penetapan standarisasi produk, pembinaan dan pengawasan produksi, serta wajib
melakukan edukasi kepada konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas.
Namun kenyataannya, selalu ada kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dari
para pelaku usaha.

Hakikat dari pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin
terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan kegagalan, serta agar pengadaan
dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat dan tertib. Dalam hal ini berdasarkan
ketentuan yang dimuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pengawasan, pada ayat
(1) disebutkan bahwa:
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"Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh
pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat".

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa adanya hubungan hukum antara
pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha. Hubungan
hukum yang terjadi berupa suatu perikatan pada ketentuan undang-undang guna
menciptakan iklim perekonomian yang sehat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan pengawasan
yang paling pokok, karena disini pemerintah sebagai alat kontrol langsung yang
berbentuk suatu organisasi terkait, seperti Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait
lainnya terkait peredaran barang dan jasa. Oleh karena itu pengawasan merupakan
unsur yang paling penting dalam terlaksananya perlindungan konsumen. Dengan
dilakukannya pengawasan diharapkan pemenuhan-pemenuhan hak-hak konsumen
dapat terjamin dan sebaliknya, pemenuhan akan kewajiban-kewajiban pelaku

usaha dapat dipastikan.

3. Sanksi Terhadap Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan
perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan akan menjadi efektif, bila hasil
pengawasan yang telah dilaksanakan ditindak lanjuti oleh instansi pemerintah
yang bersangkutan. Penerapan sanksi menjadi salah satu langkah yang dilakukan
setelah melakukan pengawasan. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sanksi bagi pelaku
usaha yang melanggar, tepatnya BAB XIlII diatur mengenai sanksi yang berupa
sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengenai sanksi administratif di jelaskan
dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang menyebutkan:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
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2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyebutkan:

"Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau
pengurusnya".

Ketentuan di atas memperhatikan suatu bentuk pertanggungjawaban
pidana yang tidak saja dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada
perusahaan. Hal ini menurut Nurmadjito merupakan upaya yang bertujuan
menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen.**

Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyebutkan:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana engan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat
(1) huruf d dan Huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana penjara paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat
tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang
mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan
ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab
XXV Tentang Perbuatan Curang:

"Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil
perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan

* Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang

Perlindungan Konsumen di Indonesia, dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., hal.
276.
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perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang

tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat enimbulkan kerugian bagi

konkuren-konkurennya atau konguren-konkuren orang lain, karena
persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan
pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian,
terhadap ilustrasi yang dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 61
sebelumnya, persoalan pidananya diselesaikan berdasarkan ketentuan KUHP
sepanjang akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai
subjek hukum, memenuhi kualifikasi luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau
kematian.*

Hal lain yang dapat diketahui dari ketentuan ini, bahwa sanksi pidana
dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada dua tingkatan, yaitu
sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sanksi pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).*®

Khusus menyangkut istilah pelanggaran yang dipergunakan dalam Pasal
62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen masih perlu ditinjau kembali karena akibat-akibat dari pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) tersebut, di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dikualifikasikan sebagai kejahatan.*

Pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyebutkan:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhi

hukuman tambahan berupa:

a. Perampasan barang tertentu;

b. Pengumuman keputusan hakim;

c. Pembayaran ganti rugi;

d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen;

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. Pencabutan izin usaha.

“2 Ipid., hal. 288.

*3 bid.

*4 Ibid., hal. 289.
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Selain sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 62
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para pelaku
usaha dapat juga dikenai sanksi tambahan tergantung sebarapa berat pelanggaran
yang dibuat.

Masalah mengenai peradaran pelumas mesin palsu kendaraan bermotor
yang banyak terjadi dimasyarakat menuntut semua pihak yang terlibat agar
berkoordinasi dalam melakukan pengawasan. Terkait berbagai masalah mengenai
peredaran barang dan jasa yang terjadi di masyarakat, dalam Undang-Undang No.
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur mengenai ketentuan sanksi,
yaitu berupa sanksi pidana, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 104 sampai
dengan Pasal 116.

H. Pelumas Mesin
1. Pengertian Pelumas Mesin

Pelumas adalah zat kimia, yang umumnya cairan, yang diberikan di antara
dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi hasil
destilasi minyak bumi yang memiliki suhu 105-135 derajat celcius. Pelumas
berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang
berhubungan. Umumnya pelumas terdiri dari 90% minyak dasar dan 10% zat
tambahan. Salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oli mesin yang
dipakai pada mesin pembakaran dalam.*®

Salah satu komponen yang terpenting dari kinerja sebuah mesin adalah
minyak pelumas atau oli. Minyak pelumas berfungsi mengurangi terjadinya
gesekan-gesekan antar komponen yang dapat mengakibatkan kerusakan pada
mesin. Selain itu, minyak pelumas sekaligus berfungsi sebagai pelicin yaitu
dengan melapisi dua bagian benda yang bergerak/bergesekan, sebagai pembersih
yaitu dengan membawa kotoran dari bagian yang dilaluinya, sedangkan sebagai
pendingin adalah dengan jalan menyerap panas pada komponen-komponen, dan
yang berikutnya adalah memperpanjang usia mesin.

Pada saat mesin bekerja, gesekan terjadi berulang-ulang antar komponen

mesin. Hal inilah yang dapat mengakibatkan keausan atau kerusakan pada bagian

** Wikipedia, "Pelumas”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelumas, diakses pada tanggal 13
Oktober 2018.


http://id.wikipedia.org/wiki/Zat_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_gesek
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
http://id.wikipedia.org/wiki/Oli_mesin
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
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permukaan komponen tersebut. Minyak pelumas inilah yang kemudian berfungsi

membuat permukaan antar komponen menjadi licin, sehingga gesekan langsung

antar komponen mesin tersebut dapat dikurangi semaksimal mungkin. Akibat

kekurangan minyak pelumas bisa menyebabkan mesin mengalami overheat

(panas berlebih) sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian mesin

seperti piston, dinding silinder, katup dan mekanismenya, bantalan atau bearing.

2. Jenis-jenis Pelumas Mesin

Pelumas dapat dibedakan type/jenisnya berdasarkan bahan dasar (base

oil), bentuk fisik, dan tujuan penggunaan.
1. Dilihat dari bentuk fisiknya:

a.
b.

C.

Minyak pelumas (lubricating oil)
Gemuk pelumas (lubricating grease)

Cairan pelumas (lubricating fluid)

2. Dilihat dari bahan dasarnya:

a.
b.

C.

Pelumas dari bahan nabati atau hewani
Pelumas dari bahan minyak mineral atau minyak bumi

Pelumas sintetis

3. Dilihat dari penggunaannya:

a.
b.
C.
d.

Pelumas kendaraaan
Pelumas industri
Pelumas perkapalan

Pelumas penerbangan

4. Dilihat dari pengaturan atau pengawasan mutunya:

a.

b.

Pelumas kendaraan bermotor

e Minyak pelumas motor kendaraan baik motor bensin/diesel

e Minyak pelumas untuk transmisi

e Cairan pelumas transmisi otomatis dan sistim hidrolis (Automatic
transmission fluid & hydraulic fluid)

Pelumas motor diesel untuk industri

e Motor diesel putaran cepat

e Motor diesel putaran sedang
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e Motor diesel putaran lambat
c. Pelumas untuk motor mesin 2 langkah:
e Untuk kendaraan bermotor
e Untukm perahu motor
e Lain-lain (gergaji mesin, mesin pemotong rumput)

d. Pelumas khusus:

Jenis pelumas ini banyak ragamnya yang penggunaannya sangat spesifik
untuk setiap jenis, diantaranya adalah untuk senjata api, mesin mobil balap,
peredam kejut, pelumas rem, pelumas anti karat, pelumas rantai (untuk motor

gigi), oli gardan (untuk motor matic), dll.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN

A. Profil Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
1. Tentang Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

PERAN DITJEN PKTN

MINISTRY OF TRADE

. 1. mengamankan
T""s.fmas.' Kms"m" pasar dalam
Indanesia menjadi Konsumen

yang confident

negeri yaitu
melalui
perlindungan
konsumen;
.mendorong
ekspor yaitu
melalui regulasi,
akses informasi
ekspor,
pengelolaan impor
. meningkatkan
daya saing
produk dalam
negeri melalui
penerapan SNI dan
mutu komoditi
ekspor

PILAR KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA




34

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas
menyelenggarakan  perumusan dan pelaksanaan kebijakan di  bidang
pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu
barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta

pengawasan kegiatan perdagangan.

Fungsi

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan

fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi
perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan
barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan Kkegiatan
perdagangan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi
perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan
barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan
perdagangan;

3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan
konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang,
tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta
pengawasan kegiatan perdagangan;

4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian
mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di
pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen,

standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan
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pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan
kegiatan perdagangan;

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga; dan

7. pelaksanaan fungsi lain.*®

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tri Omar
Handoyo, selaku Kepala Seksi Pengawasan Produk Hasil Kimia dan Aneka
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian
Perdagangan RI di DKI Jakarta yang digunakan untuk memperjelas data sekunder
yang didapat selama penelitian.

Melihat dari semakin banyaknya jenis pelumas mesin kendaraan bermotor
yang beredar di pasaran, penelitian ini mengkaji mengenai pengawasan terhadap
peredaran pelumas mesin kendaraan bermotor khususnya di DKI Jakarta.
Keberadaan pelumas mesin kendaraan bermotor yang semakin beragam jenisnya,
apabila tidak dilakukan suatu pengawasan dikhawatirkan akan ikut beredarnya
pelumas mesin kendaraan bermotor yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti beredarnya pelumas
mesin palsu seperti contoh kasus di Ulujami Raya, Jakarta Selatan.

Dilakukannya suatu pengawasan adalah sebagai suatu bentuk
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen dan terkait pelaksanaan tugas pengawasan diatur
oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018
tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Dalam hal ini, maka yang
dibahas berkaitan dengan pengawasan terhadap peredaran pelumas mesin
kendaraan bermotor di DKI Jakarta oleh Kementerian Perdagangan Rl melalui

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

“  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Konsumen dan  Tertib  Niaga,
http://ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami, diakses pada tanggal 1 Januari 2019.
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1. Langkah Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap
Peredaran Pelumas Mesin Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait
peredaran barang dan/atau jasa dalam hal ini mengenai peredaran pelumas mesin
kendaraan bermotor di DKI Jakarta, dilakukan oleh Kementerian Perdagangan RI
melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga akan melakukan pengawasan
secara berkala, pengawasan khusus dan pengawasan terpadu. Terkait dengan
kasus pemalsuan pelumas di Ulujami Raya, Jakarta Selatan pihak Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebelumnya belum pernah
melakukan pengawasan baik pengawasan secara berkala, pengawasan khusus
maupun pengawasan terpadu. Karena terkait pelumas mesin label SNI atau
sertifikasi produknya mulai berlaku pada September 2019, artinya pengawasan
terkait produk pelumas baru akan di realisasikan setelah September 2019.
Kemudian setelah itu prosesnya harus memanggil ahli tentang pelumas yang
diawasi langsung oleh pihak penyidik Dirjen PKTN dan harus membuat
perencanaan dulu sebelum melakukan hal itu, jadi perlu waktu agar proses itu
terwujud. Berangkat dari kasus pemalsuan pelumas di Ulujami Raya, Jakarta
Selatan pihak Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga saat
ini terus berkontribusi dengan POLRI untuk menyelidiki praktik-praktik
pemalsuan pelumas khususnya di DKI Jakarta. Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga rutin melakukan pembinaan berupa sosialisasi
kepada masyarakat terkait penyelenggaraan perlindungan konsumen lewat

gerakan konsumen cerdas/koncer dan pelaku usaha yang ada di DK Jakarta.*’

2. Kendala dalam melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Pelumas
Mesin Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

a. Masih terbatasnya jumlah personil Direktorat Jenderal Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga dalam melakukan pengawasan, mengingat

jumlah pelumas mesin kendaraan bermotor yang beredar di DKI Jakarta

jumlahnya mancapai ratusan merk.

" Wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat (Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa), di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, pada tanggal 13 Januari 2019.
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b. Terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam hal
pengawasan, karena pengawasan pelumas mesin kendaraan bermotor
selama ini dianggap belum merupakan prioritas utama untuk diawasi,
sehingga dalam melakukan pengawasan pihak Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga masih terkendala masalah
pendanaan.

c. Minimnya jumlah Laboratorium yang ada di DKI Jakarta, sehingga
apabila akan melakukan uji laboratorium suatu produk butuh waktu satu
sampai dua hari untuk menunggu hasilnya. Sedangkan barang yang akan
diuji ratusan item.

d. Masih rendahnya kesadaran dan ketelitian konsumen dalam membeli
pelumas mesin yang berkualitas dan memenuhi ketentuan yang telah
ditetapkan. Mereka hanya mengutamakan harga yang murah ketimbang
kualitas yang bagus. Pola pikir yang seperti ini cenderung menuntut para
pelaku usaha penjual pelumas mesin kendaraan bermotor untuk terus
menyediakan pelumas mesin dengan harga murah yang pada akhirnya
mengesampingkan sisi kualitasnya. Bahkan pelumas mesin palsu juga
turut diperdagangkan mengingat pola pikir masyarakat yang demikian.
Masyarakat menganggap kualitas adalah nomor sekian, yang penting
harga murah dan bisa dipakai.

e. Terkait masalah pembinaan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sebenarnya rutin melakukan
pembinaan baik terhadap konsumen maupun pelaku usaha, namun masih
banyaknya pelaku usaha yang tidak hadir ketika diadakannya sosialisasi

mengenai pembinaan masih menjadi kendala.*®

3. Pengawasan Terhadap Peredaran Pelumas Mesin Kendaraan Bermotor
di DKI Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap konsumen adalah dengan cara melalui pengawasan, salah satunya

“® Ibid.,
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dengan melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 1 Ayat (1) mengenai pengertian
barang dan Pasal 1 Ayat (3) mengenai pengertian barang beredar dan/atau jasa
apabila apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2014 maka dapat disimpulkan bahwa pelumas mesin
kendaraan bermotor merupakan benda yang berwujud, bergerak, dapat dipakai,
digunakan, dan dimanfaatkan oleh konsumen yang ditawarkan, dipromosikan,
diiklankan, dan diperdagangkan di pusat perbelanjaan, atau pengecer baik yang
berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Oleh karena itu pelumas mesin
kendaraan bermotor merupakan barang yang beredar di pasar.

Permintaan masyarakat akan barang semakin lama semakin tinggi.
Masyarakat membutuhkan barang untuk berbagai keperluan hidupnya. Salah satu
cara agar kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi adalah dengan cara
pendistribusian barang. Agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka
dalam pendistribusian barang dibutuhkan sumber daya manusia yang mamadai.
Sebagai wujud dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen,
maka dibutuhkanlah suatu pembinaan, baik pembinaan terhadap konsumen
maupun terhadap pelaku usaha dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-
masing.

Pembinaan merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kesadaran
baik konsumen maupun pelaku usaha dalam rangka menjamin kepastian hukum
bagi konsumen sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan oleh pelaku usaha dalam penyelengaraan perlindungan konsumen.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku
usaha.

2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau
menteri teknis terkait.
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3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen;

b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen  swadaya
masyarakat;

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan
konsumen;

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen juga menyebutkan
bahwa:

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri dan atau Menteri teknis terkait, yang
meliputi upaya untuk:

a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen;

b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
dan

c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Dapat diketahui dari penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Konsumen, maka objek dilakukannya kegiatan pembinaan adalah terhadap:

Iklim Usaha;

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
Sumber daya manusia; dan

Penelitian dan pengembangan.

pobE

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah
berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi, analisa pasar, promosi, dan
diseminasi di bidang standardisasi serta berupa pelayanan dan penyebarluasan

informasi, edukasi, dan konsultasi secara langsung dan tidak langsung kepada
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pelaku usaha dan/atau konsumen merupakan suatu bentuk pembinaan dalam

rangka terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku

usaha dan konsumen.

Pembinaan yang dilakukan tidak selamanya mendatangkan hasil yang

optimal, oleh karena itu sebagai langkah lanjutan, maka perlu untuk dilakukannya

suatu pengawasan. Pengawasan merupakan unsur yang sangat penting dilakukan

melihat jenis dan jumlah pelumas mesin kedaraan bermotor yang beredar di

pasaran sangat banyak jumlahnya.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

konsumen mengatur mengenai pengawasan, yakni sebagai berikut:

1.

Pengawasan terhadap konsumen penyelenggara perlindungan konsumen
serta  penerapan  ketentuan  peraturan  perundang-undangannya
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat.

Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar
di pasar.

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil
tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebar luaskan
kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri
teknis terkait.

Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan teknis mengenai pengawasan penyelenggaraan perlindungan

konsumen diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh
pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat.
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Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

1. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam
memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label
dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam
proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang
dan/atau jasa.

3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
disebarluaskan kepada masyarakat.

4. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-
sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa:

“Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen cukup menjanjikan upaya perlindungan
konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada yaitu masyarakat
dan LPKSM disamping pemerintah sendiri melalui menteri dan/atau
menteri teknis terkait. Apabila diperhatikan substansi Pasal 30 tersebut,
juga tampak bahwa pengawasan lebih banyak menitik beratkan pada peran
masyarakat dan LPKSM dibanding dengan peran pemerintah yang
pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
Seperti terlihat dalam pasal tersebut, pemerintah diserahi tugas melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Sementara
pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM, selain tugas yang sama dengan
apa yang menjadi tugas pemerintah di atas, juga diserahi tugas
pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Ayat 4
dari Pasal tersebut juga menentukan bahwa, apabila pengawasan oleh
masyarakat dan LPKSM ternyata mendapat hal-hal yang menyimpang dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan
konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti untuk
mengetahui ada atau tidaknya suatu barang dan/atau jasa yang tidak
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang beredar di 85
pasar, pemerintah sepenuhnya menyerahkan dan menanti laporan

maayarakat dan/atau LPKSM, untuk kemudian diambil tindakan".*®

Dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap peredaran pelumas mesin
kendaraan bermotor di DKI Jakarta dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan

LPKSM. Pengawasan oleh pemerintah sendiri dilakukan oleh Kementerian

* Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan ketujuh,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 185.
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Perdagangan RI yang kemudian melimpahkan wewenang pengawasan kepada
Gubernur dan Walikota untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai instansi
yang bertugas mengawasi peredaran barang di DKI Jakarta. Kemudian Gubernur
dan Walikota menugaskan kepada PPBJ dan/atau PPNS-PK untuk melakukan
pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, melalui
pengawasan secara berkala, pengawasan secara khusus dan pengawasan secara

terpadu.

Bentuk-bentuk pengawasan terhadap peredaran pelumas mesin kendaraan
bermotor di DKI Jakarta dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
peredaran pelumas mesin kendaraan bermotor di DKI Jakarta oleh PPBJ dan/atau
PPNS-PK melalui pengambilan sampel barang melalui pembelian di pasar secara
acak, melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum,
memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum dengan kondisi barang
yang sebenarnya, membeli barang dan/atau jasa, meminta formulir/blanko
dokumen, dan/atau perjanjian, pengecekan ketersediaan atau keberadaan suku
cadang dan fasilitas perbaikan, pengecekan terhadap adanya petunjuk penggunaan
dan jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, pengecekan terhadap kesesuaian materi iklan dengan
kondisi barang yang sebenarnya dalam memenuhi ketentuan standar,
pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan
pengiklanan merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara terjun langsung
kelapangan untuk melakukan pengawasan merupakan pengawasan langsung.
Dikatakan demikian, karena berdasarkan pendapat Victor M. Situmorang dan
Yusuf Juhir, bahwa pengawasan langsung adalah suatu pengawasan yang bersifat
on the spot (turun langsung ke lapangan)® yang dilakukan berupa suatu inspeksi

(sidak) pasar untuk melakukan pengujian, uji laboratorium dan razia terhadap

%% Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, Op. Cit, hal. 21.
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pelumas mesin kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Jadi semua bentuk
pengawasan berkala yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terhadap peredaran pelumas mesin
kendaraan bermotor di DKI Jakarta merupakan pengawasan yang bersifat

langsung.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan
yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-
pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “‘on the spot”.

Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir menyatakan bahwa:

“Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung,
yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek
yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan
menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang
disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen
tersebut bisa berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala
maupun laporan insidentil, laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari
perangkat pengawas lainnya, surat pengaduan dari masyarakat, berita atau
artikel dari media massa, dan dokumen-dokumen lainnya. Disamping

melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga dapat dilakukan

dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan”.>*

Dapat dikatakan bahwa pengawasan tidak langsung merupakan
pengawasan yang dilakukan melalui analisan terhadap dokumen-dokumen dan
hasil analisa yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua
pengawasan secara khusus yang dilakukan oleh pemerintah merupakan
pengawasan tidak langsung. Hal itu mendasarkan pada beberapa hal, pertama
pengawasan secara khusus dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari pengawasan
berkala yang mana hal ini mendasarkan pada laporan atas pelaksanaan pekerjaan
yang bersifat berkala, artinya pengawasan secara khusus merupakan pengawasan
yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan sebelumnya
(secara berkala), dengan meneliti hasil/dokumen dari evaluasi terhadap
pengawasan berkala. Kedua pengawasan secara khusus mendasarkan pada

pengaduan masyarakat atau LPKSM, dalam hal ini yang melakukan pengawasan

%1 Ibid, hal. 27-28.
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pendahuluan adalah masyarakat atau LPKSM, yang kemudian memberikan
laporan atas pengawasan yang telah dilakukannya kepada pemerintah baik lisan
maupun tulisan, kemudian pemerintah menanggapi hal tersebut dengan
melakukan pengawasan secara khusus atas laporan hasil pemeriksaan yang
diperoleh Masyarakat dan/atau LPKSM, baik berupa surat pengaduan dari
masyarakat atau pun secara lisan. Ketiga pengawasan secara khusus dilakukan
berdasarkan adanya temuan, informasi yang berasal dari media cetak, media
elektronik, atau media lainnya. Dalam hal ini pemerintah melakukan pengawasan
secara khusus karena adanya temuan baik yang bersumber dari berita atau artikel
dari media massa, dan dokumen-dokumen lainnya. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa semua pengawasan secara khusus yang dilakukan oleh

pemerintah merupakan pengawasan tidak langsung.

Berdasarkan penjabaran mengenai macam-macam pengawasan di atas,
pemerintah bertanggung jawab atas peredaran pelumas mesin kendaraan bermotor
di DKI Jakarta melalui Direktorat Jenderal Perlindung Konsumen dan Tertib
Niaga. Pengawasan terhadap peredaran pelumas mesin kendaraan bermotor di
DKI Jakarta dapat dilakukan sebagai wujud pengawasan dalam memenubhi:
Standar;

Pencantuman label;
Klausula baku;
Pelayanan purna jual;

Cara menjual;

o o~ wbdE

Pengiklanan.

Berkaitan dengan hasil pengawasan di atas, dapat diketahui bahwa antara
pihak pengawas, pelaku usaha, dan konsumen terdapat suatu hubungan hukum
yang saling terkait. Hubungan hukum yang ada merupakan hubungan hukum yang

lahir dari undang-undang, jadi merupakan hubungan hukum yang bersifat publik.
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4. Upaya Konsumen Pengguna Pelumas Mesin Kendaraan Bermotor

Ketika Merasa Dirugikan oleh Pelaku Usaha di Pasar
Banyak sarana yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Perdagangan

RI untuk memenuhi hak konsumen dalam menyampaikan keluhan-keluhan serta
masukan dan pendapat konsumen dalam menciptakan iklim perekonomian yang
sehat antara pelaku usaha dengan konsumen. Kemendag melalui Direktorat
Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN memfasilitasi kontak pengaduan dan
informasi mengenai barang dan/atau jasa yang tidak sesuai ketentuan melalui:

1. Layanan Aplikasi Mobile: Layanan aplikasi mobile tersebut mulai
beroperasi sejak 1 Maret 2016 dan dapat diunduh melalui play store/app
store dengan kata kunci “pengaduan konsumen”.

2. Whatsapp: 0853 1111 1010

3. Sosial Media: @Kemendag (Twitter) Kementrian Perdagangan
(Facebook)

4. Hotline: 021 3441839

5. Email: pengaduan.konsumen@kemendag.go.id

6. Website: http://siswaspk.kemendag.go.id

Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai kelengkapan data dari si
pelapor atau pengadu keluhan itu. Untuk aplikasi mobile, setiap laporan harus
disertakan foto dan keluhan, akan terlihat posisi pelapor dan waktu pelaporan, dan
harus ditindak lanjuti oleh pihak terkait.

Sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen vyaitu hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Ada berbagai macam usaha yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan
sengketa konsumen, namun sebelum mengambil keputusan untuk melakukan
tindakan/aksi terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, terlebih dahulu

harus jelas hasil (outcame) apa yang diharpakan konsumen dari tindakan tersebut.

Berikut adalah tata cara yang dapat dilakukan konsumen pengguna pelumas mesin

kendaraan bermotor ketika merasa dirugikan oleh pelaku usaha:
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Membuat pengaduan ke Pelaku Usaha

Pengaduan ke pelaku usaha penting dilakukan konsumen terlebih dahulu,
karena dalam banyak kasus antara konsumen dengan pelaku usaha berawal
dari burukya komunikasi, termasuk minimnya pemahaman konsumen tentang
produk yang dikonsumsi, dengan mengadu langsung ke pelaku usaha, pada
umunya dapat diselesaikan tanpa perlu ada bantuan / intervensi pihak ketiga.
Menulis surat pembaca di media cetak

Dengan menulis pengalaman buruk di media cetak tentang suatu produk
tingkat penyelesaian sangat rendah karena tergantung kepedulian dari pelaku
usaha aka nama baiknya. Namun cara ini baik untuk pendidikan konsumen
lain agar mengetahui info barang tersebut.

Membuat pengaduan ke LPKSM

Membuat pengaduan ke LPKSM dapat dengan berbagai akses, seperti surat,
telepon, datang langsung, e-mail, sms. Agar ditindak lanjuti, pengaduan
konsumen harus dilakukan tertulis atau datang langsung ke LPKSM dengan
mengisi form pengaduan konsumen. Mekanisme LPKSM dalam
menyelesaikan sengketa konsumen adalah dengan mengupayakan tercapainya
kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi atau
konsiliasi.

Membuat Pengaduan/laporan tindak pidana ke Kepolisian

Dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap hak konsumen ada yang
berdimensi pidana, oleh karena itu dapat diadukan ke Kepolisian.
Laporan/pengaduan ke kepolisian dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk
mengambil langkah hukum sehingga korban tidak berjatuhan lagi.
Mengirimkan somasi ke Pelaku Usaha

Somasi selain berisi teguran, juga memberi kesempatan terakhir kepada
tergugat untuk berbuat sesuatu dan atau untuk menghentikan suatu perbuatan
sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Cara ini lebih efektif, terlebih ketika
menyangkut kepentingan publik, akan sangat bagus somasi dilakukan kolektif

dan terbuka.
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6. Mengajukan gugatan secara perorangan
Mengajukan gugatan perorangan untuk masalah sengketa konsumen sangat
tidak efektif, karena biaya akan sangat mahal dan lamanya waktu
penyelesaian.

7. Mengajukan Gugatan Perdata secara Perwakilan Kelompok (Class Action)
Gugatan Perwakilan kelompok merupakan cara yang praktis, dimana gugatan
secara formal cukup diwakili beberapa korban sebagai wakil kelas. Namun
apabila gugatan dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
korban lain yang secara formal tidak ikut menggugat dapat langsung
menuntut ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Selain dalam
UU Perlindungan konsumen, gugatan class action juga diatur dalam UU Jasa
Konstruksi. Gugatan ini baik dipakai untuk kasus-kasus pelanggaran hak
konsumen secara massal

8. Meminta LPKSM mengajukan Gugatan Legal Standing
Menurut pasal 46 Ayat (1) Huruf (¢) UUPK menyebutkan bahwa Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan
gugatan legal standing dengan memenuhi syarat, yaitu:

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; yang
b. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen; dan
c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
9. Penyelesian sengketa konsumen Melalui Badan Penyelaian Sengketa

Konsumen (BPSK)

Lembaga ini pendiriannya menjadi tanggungjawab pemerintah, didirikan
ditiap pemerintahan Kota/Daerah tingkat 1l. Tujuan BPSK untuk
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 Ayat (1)
UUPK) melalui cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi yang anggotanya
terdiri dari unsur:

a. Pemerintah;

b. Lembaga konsumen; dan

c. Pelaku usaha (Pasal 49 Ayat (3) UUPK).
Tugas dan wewenang BPSK, meliputi:

a. penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui

mediasi/arbitrase/konsiliasi;
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konsultasi perlindungan konsumen;

pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran
ketentuan dalam UUPK;

menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari
konsumen;

meneliti dan memeriksa sengketa perlindungan konsumen;

. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran;
memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK;

. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,

saksi ahli atau setiap orang sebagaimana
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BAB IV
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN PELUMAS MESIN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Kendaraan Bermotor Menurut Pandangan Islam

Pada zaman Rasulullah SAW unta biasanya digunakan sebagai kendaraan,
termasuk perang. Tenaganya yang kuat dengan berjalan di tengah gurun pasir
menjadi nilai positif dari hewan tersebut. Meskipun demikian, hewan tersebut
tidak bisa berlari kencang seperti kuda. Namun, pada saat itu alat transportasi
utama antar kampung dan kota adalah kuda, unta, keledai dan kereta kuda.
Manusia menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki, bagi yang mampu
tentunya mengendarai kuda atau kereta kuda.

Seiring berjalannya waktu, peradaban manusia di zaman modern saat ini
sudah meninggalkan kebiasaan menggunakan kendaraan dengan hewan ternak,
melainkan menggunakan teknologi guna menciptakan kendaraan bermotor yang
berbasis penggerak mesin pembakaran dalam. Contohnya mobil, motor, kereta
api, kereta listrik dan pesawat terbang. Dalam hal tersebut, binatang-binatang
tunggangan serta alat-alat pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan

yang memang di ciptakan Allah SWT untuk manusia agar dapat mereka kendarai.

1. Kendaraan dalam Al-Qur'an

Ada beberapa kendaraan yang disebut secara khusus dalam Al-Qur’an
seperti kapal dan binatang tunggangan. Binatang itu mencakup unta, kuda, keledai
atau selainnya. Kendaraan tersebut dapat kita temukan dalam Firman Allah SWT
berikut ini:
Firman Allah SWT:

./

R T Az . o - /"r- 28 S 2,
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Artinya: "dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan
menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.”
(Qs. Az-Zukhruf: 12).%

Juga Firman Allah SWT:
Ll d wh s .da., ///
@QM\JLAJ‘-QWJ:LL?-L P.LAJ\&_}

s A

Artinya: "dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah
bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh
muatan, dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai
seperti bahtera itu." (Qs. Yaasiin: 7-8).%

Dan juga Firman Allah SWT:

}} > /f - o
/ Y :r/
J o
Artinya: "dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal®, dan keledai, agar kamu

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah
menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (Qs. An-Nahl: 8).>

Jika kita perhatikan ayat diatas, ternyata semua kendaraan telah disebut
dalam Al-Quran pada zaman saat Nabi dan Rasul masih hidup. Yaitu,
bahtera/kapal, kuda, bagal, keledai. Memang yang disebut secara spesifik hanya
bahtera/kapal, kuda, bagal, keledai. Namun perhatikan pada akhir surat An-Nahl
ayat 8 bahwa Allah SWT menciptakan apa yang tidak diketahui oleh manusia.

Akhir surat An-Nahl ayat 8 menjadi isyarat bahwa pada nantinya akan
bermunculan kendaraan baru dengan berbagai macam bentuk dan
kecanggihannya. Namun manusia pada zaman itu belum bisa mengerti dan
memahaminya.

Di dalam HR. Ahmad, Al-Bukhori, Muslim dan lain-lain, juga dijelaskan

bahwa akan ada teknologi transportasi dengan kecepatan super, baik kendaraan

2 Menteri Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hal. 795.

> Ibid., hal. 710.

>* Bagal yaitu peranakan kuda dengan keledai.

* Ibid., hal. 403.
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darat maupun udara, seperti pesawat supersonic, pesawat challenger, kereta cepat
(LRT, MRT) dan lain-lainnya. Sehingga saat ini banyak bermunculan kendaraan
dan alat transportasi yang canggih seiring dengan majunya globalisasi yang ada di
dunia. Berikut ini adalah bunyi dari hadits yang menjelaskan teknologi
transportasi yang lebih canggih:

2
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Artinya: "Kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih,
namanya Burag. Lebih tinggi dari pada keledai dan lebih pendek dari
bighal. Satu langkah kakinya di ujung pandangannya. Lalu aku
dinaikkan di atasnya." (HR. Ahmad 17835, Muslim 164, dan yang
lainnya).>®

2. Manfaat dan Tujuan Diciptakannya Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT yang
dianugerahkan kepada manusia. Adapun manfaat dan tujuan diciptakannya
kendaraan menurut Al-Qur’an adalah untuk menjadi tunggangan dan hiasan.
Dengan adanya kendaraan ini Kkita bisa berpergian dari suatu tempat ke tempat
yang lain. Berikut adalah Firman Allah SWT mengenai manfaat dan tujuan dari
kendaraan:
Friman Allah SWT:

s PR T =7 //fi"}} 1 5 Kty

AL T

& ¥

///’//',‘.},/‘/}_‘/.//.’} -

Ao A 2R i

@ o sl e g le s

Artinya: "Allah-lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya
untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Dan (ada

lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu

dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati
dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut dengan

*® Ensiklopedi Hadits, Kitab 9 Imam, Lidwah Pustaka Software, dikases pada tanggal 18
Januari 2019.
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mengendarai binatang-binatang itu dengan mengendarai bahtera.” (Qs
Al-Mu'min: 79-80).>’

Dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 8 disebutkan bahwa
kendaraan itu bukan hanya untuk ditunggangi saja, melainkan juga untuk berhias
diri. Terbukti di era modern saat ini banyak orang yang membeli kendaraan bukan
hanya untuk ditunggangi, tapi juga untuk pamer dan berhias diri. Di zaman dahulu
pun mereka membeli kuda terbaik selain bisa ditunggangi juga untuk
dibanggakan. Itulah sedikit besarnya mengenai kendaraan dalam Al-Qur'an. Maka
nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan.

B. Peredaran Pelumas Mesin Kendaraan Bermotor Menurut Pandangan
Islam

Peredaran pelumas mesin kendaraan bermotor sangat mengkhawatirkan di
kalangan masyarakat. Pelumas mesin kendaraan harus diganti secara rutin dan
berkala. Tidak sedikit oknum yang berbuat curang dengan mengedarkan pelumas
mesin yang tidak layak edar demi meraup keuntungan banyak. Dewasa ini kaum
muslimin sangat meremehkan dan tidak memperhatikan lagi masalah halal dan
haram dalam usaha mereka. Padahal, kehalalan satu usaha mencari nafkah
merupakan masalah besar dan penting dalam pandangan Islam.

Firman Allah SWT vyaitu:
Le 4

A, § D0 S 005, RN
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Artinya: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan
kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan." (Qs Al-Mu'minuun: 51).%®

Juga Firman Allah SWT:
4 2 z -2 ’ } -~ , % ’4’ -
AT @J)umw et 200K
7/ }
@” : }} ol_:'l ):v&ul

>" Menteri Agama R, op.cit., hal. 770.
*% Menteri Agama R, op.cit., hal. 532.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-
baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika
benag—gbenar hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (Qs Al-Bagarah:
172).

Dan juga Firman Allah:
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jangan-lah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” (Qs An-Nisaa: 29).°

Lewat ayat di atas Allah SWT mengingatkan hamba-hamba-Nya untuk
makan rezki yang baik-baik dan melarang memakan harta sebagian lainnya
dengan jalan batil, yaitu dengan berbagai usaha yang dilarang oleh syari‘at Islam
seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya.

Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam
Islam yang disebabkan oleh kedua faktor, yaitu:

1. Haram Zatnya (Objek Transaksinya)

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan

merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama Islam. Seperti

memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, dll.

2. Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksinya)

Jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Tadlis, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi
berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain (unknown to
one party) dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan

akan informasi objek yang diperjualbelikan.

% Menteri Agama RI, op.cit., hal. 42.
% Menteri Agama RI, op.cit., hal. 122.
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Adiwarman Karim membagi tadlis (penipuan) menjadi empat macam, yaitu:®*
1. Tadlis dalam kuantitas

2. Tadlis dalam kualitas

3. Tadlis dalam harga (Ghabn)

4. Tadlis dalam waktu penyerahan

Sebagai contoh: Apabila kita menjual pelumas mesin kepada konsumen
dengan kondisinya telah kita oplos dengan pelumas bekas yang dijernihkan,
kemudian kita menjual pelumas mesin itu tanpa memberitahukan/menutupi
hal tersebut kepada pihak pembeli, maka transaksi yang kita lakukan menjadi
haram hukumnya.

. Ghisy, salah satu bentuk dari tadlis kualitas adalah Ghisy. Istilah Ghisy dalam
bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-
barang baik dengan yang jelek. Telah diketahui bahwa al-ghisy adalah
perbuatan haram. Pelaku ghisy wajib meminta ampun kepada Allah SWT dan
bertaubat kepada-Nya. Jika pelaku ghisy sudah terlanjur melakukan
kecurangan, hendaknya dia segera menyampaikan dan memberitahukan
kepada pembeli tentang cacat yang ada pada barang yang diperjualbelikan,
untuk melepaskan beban. Apabila pembeli mengalah terhadap haknya (yakni
menerima barang itu apa adanya) maka alhamdulillah. Bila tidak, hendaknya
penjual membuat kesepakatan dengan pembeli, baik dengan cara memberikan
uang yang setara dengan cacat itu, atau barang itu diambil kembali dan
uangnya dikembalikan. Dan bila tidak terjadi kesepakatan, maka ini
merupakan perselisinan yang harus diselesaikan hakim. Bila anda sulit
mengetahui (keberadaan) si pembeli, maka bersedekahlah atas nama si
pembeli sesuai nilai cacat itu.

Berikut adalah hadits yang terkait dengan Tadlis dan Ghisy:

Nabi SAW bersabda "Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum
berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (keadaan barang),
mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka
bohong dan menutupi (cacat barang), akan dihapuskan keberkahan jual beli
mereka." (HR. Muslim No. 2825).%

¢ Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: I1IT Indonesia, 2003), hal. 195.
82 Ensiklopedi Hadits, loc.cit., diakses pada tanggal 28 Januari 2019.
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C. Pengawasan Peredaran Pelumas Mesin Kendaraan Bermotor Menurut
Pandangan Islam

Mengenai suatu pengawasan dari peredaran pelumas mesin kendaraan
bermotor yang sering menjadi masalah dalam ruang lingkup masyarakat, yang
dimana banyak diantara mereka yang dirugikan oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab dengan mengedarkan pelumas mesin yang tidak layak edar
yang membuat kendaraan menjadi cepat rusak.

Menurut pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang
tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dalam Islam,
pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang
keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk
melakukan kecurangan dan juga kesadaran dari luar diri kita, dimana ada orang
yang juga mengawasi Kinerja kita. Berikut adalah Firman Allah SWT yang selalu
mengawasi hamba-hambanya:

Firman Allah SWT:

Artinya: "Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan
rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan
tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang
keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang
kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka
di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada
mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan.
Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu."” (Qs Al
Mujaadilah: 7).%

% Menteri Agama RI, op.cit., hal. 909.
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1. Dalam Islam Lembaga Pengawasan (Hisbah)

Hisbah secara etimologi dan terminologi memiliki arti memerintahkan
kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran yang implementasinya
dilakukan dengan pengawasan langsung.®* Pasar Islami memiliki mekanisme yang
berbeda dengan konsep pasar tradisional pada umumnya, diantara ciri khas pasar
Islami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah adanya pengawasan yang
serius terhadap mekanisme pasar.

Pengawasan pasar sangatlah penting dan memiliki pengaruh besar
terhadap stabilitas pasar, mencegah kemunkaran dan menciptakan mekanisme
pasar yang adil. Tanpa pengawasan maka mekanisme pasar tidak dapat terkontrol
dengan baik. Mengenai Hisbah dalam al-Qur’an dirujuk dalam ayat:

Firman Allah SWT:

POl A1) s;é:c’ii‘ 1$2S
() DA A Kl

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang Grgunkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Qs Ali ‘Imran:
104).

Hadits Rasulullah SAW dan juga menerangkan mengenai perintah

mencegah kemunkaran yaitu:

{55 A O3k dia (0B A% ) )y M ke G
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Artinya: "Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar
Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat
kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka
rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan

8 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Figih Ekonomi Umar bin Khathab, cet. 1, (Jakarta:
Khalifa, 2006), hal. 588.
% Menteri Agama RI, op.cit., hal. 93.
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hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman."” (Riwayat
Muslim).

Islam sangat menekankan agar setiap muslim senantiasa menyerukan
kebaikan dimanapun dan kapanpun, setiap individu bebas dalam melakukan
tindakan atau ucapan untuk mencegah kemunkaran karena menyeru kebajikan dan
mencegah kemunkaran adalah prinsip dasar Islam yang membedakannya dengan
agama lainnya.®® Pada zaman khalifah Umar ibn Khatab R. A. keberadaan Hisbah
sangatlah ditekankan sehingga mekanisme pasar pada saat itu dapat berjalan
secara optimal, Khalifah Umar ibn Khatab R. A. adalah sosok yang tegas dalam
menegakkan keadilan ia seringkali turun langsung ke pasar untuk mengawasi
perniagaan di pasar, Umar ibn Khatab R. A. juga selalu berkeliling ke pemukiman
warga dan memantau kebutuhan para masyarakat dan mengetahui keadaan
mereka. Secara eksplisit implementasi bentuk Hisbah yang diajarkan oleh Islam
diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Hisbah Untuk Mengawasi Diri Sendiri (Murogobah Dzatiyah)

Pengawasan terhadap diri sendiri merupakan langkah awal untuk
menegakkan keadilan karena perbuatan baik dan buruk seseorang berasal dari hati
manusia itu sendiri. Orang lain tidak bisa mengetahui baik dan buruknya perilaku
seseorang secara hakiki karena bisa jadi ketika seseorang menampakkan perilaku
yang baik namun didalamnya terselubung niat yang jahat, maka hal tersebut
secara hakiki merupakan perbuatan jahat.

Diceritakan pada masa khalifah Umar R. A. ketika ia sedang berkeliling di
Madinah, Umar R. A. mendengarkan percakapan seseorang perempuan terhadap
anaknya, "wahai anakku, ambilah susu itu dan campurlah dengan air." Lalu
anaknya menjawab "lbu tidaklah ibu mendengarkan keputusan amirul
mukminin?", lalu ibunya bertanya "Apa keputusannya wahai anakku?" anak itu
menjawab, "dia memerintahkan penyerunya untuk menyeru, "jangan campurkan
susu dengan air!" perempuan itu berkata kepada anaknya "Annakku, ambilah susu

itu dan campurlah dengan air! Tempat ini tidak dilihat oleh Umar atau

% Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
1995), hal. 91.



58

Pegawainya." maka anak itu berkata "lbu, demi Allah, aku tidak akan
mentaatinya ketika dia ada, dan aku akan menentangnya ketika dia tidak ada."®’
Ketika tidak muncul kesadaran dalam diri seseorang untuk mengawasi
dirinya sendiri dari perbuatan yang dilarang oleh agama maka keadilan tidak akan
bisa ditegakkan dengan sempurna. Manusia yang memiliki iman tentu akan
senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap perbuatannya, sehingga
ia akan menahan diri ketika ada godaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang

oleh agama.

2. Pengawasan Eksternal (Luar)

Pengawasan pribadi sangatlah penting untuk mencegah diri dari perbuatan yang
dilarang oleh agama, namun hal tersebut bukan berarti mengesampingkan
terhadap pengawasan dari luar (pengawasan eksternal), karena ketika pengawasan
pribadi telah melemah maka pengawasan dari luar memiliki pengaruh yang besar
guna menegakkan keadilan. Seperti yang telah dikatakan oleh Umar R. A. : "Demi
Allah, apa yang Allah larang dari suatu perbuatan melalui penguasa itu lebih
besar dari pada apa yang Allah cegah melalui Al-Qur'an™. Dari perkataan Umar
R. A. tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan penegak hukum sangatlah
penting dalam mengawasi perilaku umat dan sebaliknya umat juga memiliki
peranan penting untuk mengawasi para penegak hukum. Sehingga antara satu
sama lain saling mengawasi agar tercipta keadilan yang menyeluruh.

Terkait dengan kegiatan ekonomi Pengawasan/Hisbah sangatlah penting
peranannya, seperti pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar yang telah
dilakukan sejak masa Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW mengawasi dan
melakukan inspeksi langsung ke pasar guna memantau aktifitas berdagang di
pasar, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kecurangan serta mewujudkan
keadilan. Muhtasib memiliki otoritas untuk menghukum dan mengadili para
pelaku di pasar yang melakukan pelanggaran seperti kecurangan, tipudaya,
manipulasi harga, timbangan yang tidak jujur, dan pelanggaran lainnya yang

bersifat merugikan.®® Adapun tujuan hisbah secara eksplisit yaitu:

®" Ibid., hal. 590.
% Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. 1, (Jakarta:
Kencana, 2006), hal. 179.



59

Memastikan berjalannya aturan-aturan mengenai ekonomi yang sesuai dngan
syari'ah. Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi harus
diikuti dengan pengetahuan yang cukup terhadap aturan syari‘ah, hal tersebut
memiliki peranan penting karena seseorang tidak mengetahui mengenai
aturan syari'ah yang telah diajarkan oleh Islam, maka ia akan melakukan
perbuatan haram dan ia tidak menyadarinya.
Mewujudkan keamanan dan ketentraman. Ketika setiap orang mendapatkan
rasa aman dan nyaman saat berada di pasar, maka aktifitas ekonomi akan
menjadi lancar dan membawa dampak positif bagi perkembangan pasar
kedepannya. Peran Muhtasib salah satunya yaitu menjaga keamanan dan
kenyamanan yang ada di pasar dengan melakukan pemantauan keamanan
setiap saat dan mencegah kejahatan yang mengancam para pelaku pasar.
Muhtasib harus selalu memantau keadaan pelaku pasar dan memenuhi segala
kebutuhannya. Kebutuhan para pelaku pasar sangatlah bermacam-macam
sehingga pendekatan secara intens sangatlah penting guna mengetahui secara
jelas apa yang mereka butuhkan, seperti kebutuhan infrastruktur, kebersihan,
keamanan dan lain sebagainya. Ketika kebutuhan mereka telah terpenuhi
maka aktifitas ekonomi akan berjalan lancar dan para pelaku pasar dapat
mendapatkan kualitas pelayanan yang optimal.

Menjaga kepentingan para pelaku pasar. Kepentingan umum merupakan

prioritas yang harus dilakukan oleh muhtasib selaku penanggung jawab dan

pengawas pasar, hal tersebut sebagai wujud menciptakan kemaslahatan umat.

Contohnya merawat fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Mengatur transaksi perdagangan di pasar. Muhtasib harus mengawasi segala

bentuk transaksi yang berjalan di pasar dan hal-hal yang berkaitan dengan

transaksi tersebut diantaranya yaitu:

1. Memberikan kebebasan seseorang untuk keluar dan masuk pasar tanpa
ada batasan, selama itu tidak mengganggu keamanan dan ketertiban pasar
maka para pelaku pasar bebas untuk datang dan pergi kapanpun mereka
mau, tetapi jika hal tersebut membawa kemudharatan misalnya
dikhawatirkan akan terjadi pencurian, sabotase atau segala bentuk

tindakan yang merugikan pelaku pasar maka hendaknya memberikan
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aturan tertentu sebatas untuk menjaga keamanan dan demi kepentingan
bersama.

2. Mengatur promosi dan propaganda yaitu mengajarkan cara melakukan
promosi dan propaganda barang dagangan yang dimiliki sesuai dengan
aturan syari'ah diantaranya jujur dan amanat. Tidak melewati batas
kebenaran dalam menyebutkan kualitas barang dagangannya.®

3. Melarang keras penimbunan barang yang menyebabkan melonjaknya
harga barang di pasar.

4. Melarang keras penjualan barang yang diharamkan oleh syari‘at Islam
baik dari segi dzatnya yang meliputi barang najis, barang berbahaya dan
khamr maupun dari aspek maknawiyahnya seperti sapi Yyang
digelonggong agar menambah bobotnya, mencampur susu dengan air,
dan segala bentuk kecurangan lainnya.

5. Mengatur perantara perdagangan. Dalam transakssi perdagangan
perantara merupakan hal yang tidak bisa terlepaskan karena ia
merupakan penghubung antara pembeli dan penjual sehingga
keberadaannya sangatlah membantu guna kelancaran bertransaksi.

6. Memberantas praktik kecurangan dalam bentuk apapun yang terjadi di
pasar, yang mengakibatkan kerugian bagi stakeholder pasar, hadits
Rasulullah SAW menerangkan mengenai pelarangan berbuat curang, dari

Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata:

Jads el 5ia e 5o gy alle 41 a8 0505 0

JB aledall Calia | 138 s (a8 S dxglial Eullid g 33
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Artinya: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melewati setumpuk
makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian

tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliaupun
bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab,

% Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, op.cit., hal. 602.
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“Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau
bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar
manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan
dari golonganku.” (HR. Muslim No. 102).”

Hisbah baik yang bersifat eksternal maupun internal (pribadi), kedua-
duanya harus saling melengkapi satu sama lain karena tanpa kedua sistem hisbah

tersebut maka mustahil akan dicapai implementasi prinsip syari'ah secara optimal.

" Ensiklopedi Hadits, loc.cit., diakses pada tanggal 28 Januari 2019.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Mengacu pada pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab
Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
telah sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga selaku instansi yang mengawasi peredaran barang dan jasa
yang ada di pasar, telah memberikan kinerja yang baik dan melakukan
upaya yang tidak sedikit guna menjamin agar kegiatan di pasar bisa
berjalan mulus tanpa harus adanya praktik kecurangan baik dari sisi pelaku
usaha maupun konsumen. Namun sejauh ini pengawasan terhadap
pelumas mesin kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih kurang efektif,
mengingat masih banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjual pelumas mesin
palsu. Oleh sebab itu tanggung jawab pengawasan terhadap pelumas mesin
kendaraan bermotor tidak serta merta hanya oleh Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga selaku instansi yang
mengawasi, tetapi masyarakat juga harus berkontribusi membantu
mengawasi tindakan-tindakan curang tersebut, agar terciptanya iklim pasar
yang sehat dan terbebas dari ancaman kecurangan.

2. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan ke
beberapa sarana yang disediakan:

a. Layanan Aplikasi Mobile: Layanan aplikasi mobile tersebut mulai
beroperasi sejak 1 Maret 2016 dan dapat diunduh melalui play
store/app store dengan kata kunci “pengaduan konsumen”.

b. Whatsapp: 0853 1111 1010
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c. Sosial Media: @Kemendag (Twitter) Kementrian Perdagangan
(Facebook)
d. Hotline: 021 3441839
e. Email: pengaduan.konsumen@kemendag.go.id
f.  Website: http://siswaspk.kemendag.go.id
Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan tata cara
penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh dengan dua cara,
yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui
pengadilan. Kemendag melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen
Ditjen PKTN mengutamakan jalur damai tanpa harus berakhir di meja
pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat penulis, setiap
konsumen dapat melaporkan kerugian yang dialaminya melalui sarana
yang disediakan oleh Kemendag dan Kemendag dengan koperatif akan
berusaha mencari jalan tengah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.
Walaupun demikian, ada prosedur-prosedur yang dilalui konsumen, yang
bertujuan agar pelaku usaha juga dapat terhindar dari laporan-laporan yang
sifatnya fiktif.
. Dalam Pandangan Islam, praktik berniaga yang dilarang yaitu Tadlis.
Tadlis merupakan sebuah situasi dimana salah satu dari pihak yang
bertransaksi berusaha menyembunyikan informasi dari pihak yang lain
dengan maksud menipu pihak tersebut atas objek yang
diperjualbelikannya. Peredaran pelumas mesin oplosan atau palsu
termasuk dalam kategori tadlis kualitas yaitu Ghisy. Ghisy adalah
menyembunyikan cacat barang dan mencampur barang baik dengan
barang jelek. Semua perbuatan itu sangat dilarang oleh syari'at Islam
karena jauh dari kata halal. Oleh sebab itu pengawasan pasar sangatlah
penting dan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pasar, mencegah
kemunkaran dan menciptakan mekanisme pasar yang adil. Tanpa
pengawasan maka mekanisme pasar tidak dapat terkontrol dengan baik.

Lembaga pengawasan pasar dalam Islam disebut Hisbah.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini dan kesimpulan yang
dijelaskan diatas maka penulis memberikan saran mengenai masalah terkait
sebagai berikut:

1. Kemendag melalui Ditjen PKTN di DKI Jakarta hendaknya lebih
meningkatkan kualitas pengawasan untuk setiap barang dan/atau jasa yang
sering dibutuhkan oleh masyarakat, karena di kemudian hari kemungkinan
masalah-masalah baru pasti akan terjadi. Oleh sebab itu agar tidak terjadi
masalah serius, jangan tunggu adanya kasus baru bertindak mengawasi,
tetapi harus tetap mengawasi pasar walaupun tidak adanya indikasi kasus
sehingga peredaran barang dan/atau jasa dalam hal ini khususnya pelumas
mesin kendaraan bermotor palsu dapat dicegah atau diminimalisir.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan
perlindungan konsumen, hal tersebut dapat dilakukan melalui sosial media
seperti twitter, facebook, instagram dan lain-lain. Mengingat Kita berada di
zaman dimana dunia digital yang memegang kendali. Oleh sebab itu
memberikan informasi ke dunia digital menurut Penulis akan sangat
efektif digunakan.

3. Konsumen hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dan kewaspadaan
dalam memilih barang dan/atau jasa sehingga dapat terhindar dari

kerugian di kemudian hari.
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